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ABSTRAK 

Perceraian sering kali membawa dampak yang kompleks, tidak hanya bagi 

pasangan suami istri, tetapi juga terhadap pemenuhan hak-hak perempuan 

pascaperceraian. Salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diatur 

dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah kewajiban suami 

memberikan nafkah iddah. Namun dalam praktiknya, pemberian nafkah ini kerap 

menimbulkan persoalan, terutama terkait waktu pelaksanaan dan kepastian 

hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan 

masalah, yaitu bagaimana ketentuan pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa dan bagaimana perlindungan hak-hak perempuan 

diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis praktik peradilan dalam menetapkan nafkah iddah sebelum ikrar 

talak serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap hakim 

Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah 

Syar’iyah Langsa menerapkan kewajiban pemberian nafkah iddah pra ikrar talak 

secara konsisten berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hak-hak perempuan 

yang ditetapkan hakim meliputi nafkah iddah, mut’ah, dan dalam beberapa 

perkara juga nafkah anak, yang pada umumnya wajib dibayar secara tunai 

sebelum ikrar talak dilaksanakan. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat 

memberikan kelonggaran waktu maksimal enam bulan.  

Kata Kunci: Hak Perempuan, Nafkah Iddah, Ikrar Talak, Mahkamah Syar’iyah 

Langsa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkara cerai talak, Islam menetapkan bahwa suami berkewajiban 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang ditalaknya. Kewajiban ini 

ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

menyatakan bahwa sebagai akibat dari perceraian, suami wajib memberikan 

nafkah iddah serta memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya.1 Selama 

menjalani masa iddah, istri masih berstatus sebagai istri sah, sehingga suami juga 

berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan menafkahinya, kecuali jika 

istri dalam keadaan nusyuz. 

Jika merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa 

kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut’ah merupakan konsekuensi dari 

perceraian. Oleh karena itu, pada prinsipnya, suami berkewajiban memberikan 

nafkah tersebut setelah terjadinya perceraian. Namun demikian, peraturan yang 

ada belum secara rinci mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran 

nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak, termasuk juga tidak 

menjelaskan secara tegas mengenai akibat hukum bagi suami yang tidak 

memenuhi kewajiban tersebut.2 

Pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah oleh suami sering kali 

bergantung pada niat baik dari suami itu sendiri. Dalam praktiknya, tidak sedikit 

 
1 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Pasal 149 huruf (b). 
2 Hariri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai 

Talak Di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 2, 2022. 
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istri yang telah ditalak tidak memperoleh hak nafkah sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam putusan pengadilan. Banyak suami yang mengabaikan 

kewajiban tersebut, meskipun secara hukum mereka tetap bertanggung jawab 

untuk memenuhinya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya regulasi yang 

mampu menjamin hak-hak perempuan pascatalak, khususnya terkait nafkah 

iddah.3 

Meskipun pengaturan mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut’ah telah 

diatur secara normatif, namun praktik pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam 

konteks cerai talak di pengadilan agama, menunjukkan adanya variasi. Salah satu 

permasalahan yang muncul adalah terkait waktu pelaksanaan pembayaran nafkah 

iddah, terutama sebelum suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang 

pengadilan. 

Dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di beberapa pengadilan agama di 

Indonesia, pemberian nafkah iddah dan mut'ah umumnya menjadi kewajiban 

suami setelah perceraian dinyatakan sah dan ikrar talak diucapkan. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum mengenai pertimbangan hakim 

terkait nafkah istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Watampone 

Kelas 1A, dijelaskan bahwa nafkah dapat diberikan baik sebelum maupun setelah 

ikrar talak. Namun, praktik yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone 

menunjukkan bahwa pemberian nafkah dilakukan sebelum ikrar talak demi 

 
3 Arzicha Putty Annisa, Skripsi: “Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di 

Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama 

Bukittinggi)”, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hal 1-2. 
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mewujudkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.4 Padahal, 

dalam regulasi yang berlaku, tidak terdapat ketentuan secara tegas yang mengatur 

keharusan tersebut. 

Di Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam perkara cerai talak nomor 

167/Pdt.G/2024/MS.Lgs terjadi praktik yang hampir sama. Hakim mengabulkan 

sebagian gugatan dari penggugat rekonvensi (istri), yakni dengan 

menghukum/membebankan tergugat rekonvensi (suami) untuk membayar nafkah 

iddah, mut’ah, dan juga nafkah anak dengan besaran yang telah ditetapkan oleh 

hakim sebelum ikrar talak diucapkan. 

Praktik yang serupa juga ditemukan dalam perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama Padang. Dalam perkara nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, 

diketahui bahwa hakim mengizinkan pembayaran nafkah iddah dilakukan secara 

bertahap selama lima bulan sebelum suami mengucapkan ikrar talak.5 Hal ini 

menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, namun 

sekaligus mengindikasikan adanya ruang kosong dalam pengaturan yang tegas 

mengenai batas waktu dan mekanisme pembayaran nafkah iddah pra ikrar talak. 

Berdasarkan kajian terhadap putusan cerai talak di Pengadilan Agama 

Samarinda, diketahui bahwa praktik pemberian nafkah iddah tidak selalu 

dilaksanakan secara seragam. Pada putusan tahun 2017, sebelum diterbitkannya 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hakim memerintahkan suami untuk membayar 

nafkah iddah yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak, atas dasar adanya 

 
4 Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak 

Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Syariah Dan Hukum,Vol 6 No. 2, 2019. 
5 Hariri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah ‘Iddah … 
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permintaan dari pihak istri. Namun setelah SEMA tersebut diterbitkan, dalam 

beberapa putusan tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan perkara yang tidak 

memuat perintah pembayaran nafkah iddah.  

Hal ini terjadi terutama dalam perkara yang diputus secara verstek, atau 

ketika istri menyatakan tidak akan menuntut hak-hak lain dan hanya fokus untuk 

mengakhiri perkawinan. Temuan ini mencerminkan bahwa praktik pemberian 

nafkah iddah, baik sebelum maupun sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 

2017, tidak bersifat mutlak. Hal tersebut bergantung pada kondisi proses 

persidangan, keterlibatan pihak istri dalam mengajukan tuntutan, serta 

pertimbangan hakim.6 

Namun demikian, regulasi yang berlaku belum mengatur secara tegas 

mengenai kapan dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban pemberian 

nafkah iddah dan mut’ah tersebut dilaksanakan. Akibatnya, praktik pelaksanaan di 

berbagai pengadilan agama menunjukkan adanya perbedaan dalam waktu dan cara 

pemberian nafkah tersebut, khususnya dalam perkara cerai talak. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

No Pengadilan 

Agama / 

Mahkamah 

Syar’iyah 

Nomor Perkara Waktu 

Pembayaran 

Nafkah Iddah 

Pertimbangan Hakim / 

Catatan Praktik 

1 PA 

Watampone 

Kelas 1A 

- Sebelum ikrar 

talak 

Demi mewujudkan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian 

hukum  

2 MS Langsa 167/Pdt.G/2024/MS.Lgs Sebelum ikrar Hakim mengabulkan tuntutan 

 
6 Nurfaradilla Ananda, “Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran 

Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”, Nusantara 

Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society, Vol. 1 No. 1, 2024. 
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talak istri (rekonvensi), 

mewajibkan pembayaran 

nafkah iddah, mut’ah, dan 

nafkah anak 

3 PA Padang 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg Sebelum ikrar 

talak (dicicil 5 

bulan) 

Diperbolehkan pembayaran 

bertahap sebelum ikrar talak 

4 PA Samarinda - Bervariasi Sebelum SEMA 1/2017: 

dibayar saat ikrar talak (atas 

permintaan istri); setelah 

SEMA: tidak semua putusan 

memuat kewajiban nafkah, 

terutama dalam perkara 

verstek atau bila istri tidak 

menuntut 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa belum adanya standar waktu 

pelaksanaan pemberian nafkah iddah menyebabkan praktik yang tidak seragam di 

lapangan. Perbedaan tersebut tidak lepas dari pergeseran pendekatan dalam 

praktik hukum di Indonesia. Secara konseptual dalam hukum Islam, kewajiban 

suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri baru muncul setelah talak 

dijatuhkan secara sah, yaitu setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan 

majelis hakim. Pada titik itu, hubungan pernikahan telah resmi berakhir, dan masa 

iddah dimulai, sehingga kewajiban nafkah muncul untuk mencukupi kebutuhan 

istri selama masa tunggu tersebut. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, 

terutama setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat pergeseran 

pendekatan, di mana kewajiban tersebut dimajukan menjadi pra ikrar talak, 
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sebagai bentuk pelaksanaan putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum 

tetap.7 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengarahkan agar hakim dalam menetapkan 

besaran nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, wajib mempertimbangkan 

kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan pokok istri dan anak, demi 

mewujudkan keadilan substantif. Dengan kata lain, sebelum ikrar talak diucapkan, 

pemohon cerai talak wajib melunasi nafkah iddah dan mut’ah sebagai bentuk 

pelaksanaan amar putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Prosedur tersebut mengatur bahwa setelah putusan cerai dijatuhkan, para 

pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum. Jika tidak ada 

banding atau keberatan, maka dianggap menerima isi putusan, dan pengadilan 

akan menetapkan jadwal untuk sidang ikrar talak. Namun, pelaksanaan ikrar talak 

tidak dapat dilakukan apabila suami belum memenuhi kewajiban membayar 

nafkah iddah dan mut’ah, kecuali jika istri secara sukarela melepaskan hak 

tersebut. Hakim bahkan dapat memberi tenggat waktu atau perpanjangan tertentu, 

maksimal enam bulan, bagi suami untuk melunasi kewajiban tersebut. Apabila 

dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tetap tidak melaksanakan 

pembayaran, maka putusan cerai dapat dianggap gugur dan hubungan suami istri 

tetap sah secara hukum.8 

Namun, pada praktiknya, tidak semua pengadilan agama menunjukkan 

konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Sebagaimana terjadi 

 
7 Ibid. 
8 Aulia Alya, Zainuddin, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 

2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami Kepada Isteri dalam 

Perkara Cerai Talak”, Unes Law Review, Vol. 6 No. 3, 2024. 
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di Pengadilan Agama Palopo, hakim cenderung berpegang pada asas ultra petita 

partium sebagaimana tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) 

RBG, serta Putusan MA No. 1001/K/Sip/1972, yang melarang hakim 

mengabulkan hal yang tidak diminta oleh pihak berperkara. Hal ini menyebabkan 

adanya putusan perceraian yang tidak secara eksplisit mencantumkan hak-hak 

perempuan, seperti nafkah iddah dan mut’ah, apabila tidak dimohonkan secara 

tegas dalam gugatan atau rekonvensi. Kondisi ini tentu berpotensi melemahkan 

perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, terutama bagi mereka yang 

tidak memahami hak-haknya secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan 

komitmen dan keberanian hakim untuk menggunakan kewenangan secara ex 

officio demi mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada pihak yang lebih 

rentan. 

Untuk itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis agar hak-hak 

perempuan pasca perceraian dapat lebih terlindungi secara maksimal. Salah satu 

langkah penting yang dapat dilakukan adalah pendampingan terhadap pihak 

perempuan sejak tahap awal pengajuan perkara. Dalam hal ini, petugas penerima 

pengaduan perkara di Meja I harus memiliki empati dan sensitivitas yang tinggi 

dalam menghadapi para pencari keadilan, khususnya perempuan yang rentan dan 

belum memahami hak-haknya. Petugas tersebut dapat berperan aktif membantu 

dalam merumuskan surat gugatan, termasuk mencantumkan permohonan terkait 

nafkah iddah, mut’ah, dan hak-hak lainnya.9 

 
9 Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Palopo)”, PALITA: Journal of Social-Religi Research, Vol. 1 No. 1, 

2016. 
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Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut yang tertuang dalam 

judul “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH 

PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA” 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini bermula dari pertanyaan mengenai 

efektivitas perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, khususnya 

terkait pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak. Meskipun SEMA Nomor 3 

Tahun 2018 telah menegaskan bahwa suami wajib melunasi nafkah iddah dan 

mut’ah sebelum pelaksanaan ikrar talak, masih perlu ditelusuri bagaimana 

pelaksanaannya secara konkret di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut telah diterapkan dan 

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks 

tersebut. 

Dalam konteks ini, variabel terikat (dependent variable) yang menjadi 

fokus utama adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pemberian 

nafkah iddah sebelum ikrar talak. Variabel-variabel bebas (independent variables) 

yang memengaruhi perlindungan tersebut mencakup peran hakim dalam 

menegakkan ketentuan hukum, kepatuhan suami terhadap isi putusan pengadilan, 

implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018, kondisi ekonomi suami dan kebutuhan 

istri, serta kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjadwalkan ikrar 

talak berdasarkan pelunasan nafkah. 
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Melalui identifikasi ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan dan 

menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi terpenuhinya 

hak-hak perempuan secara hukum sebelum ikrar talak dijatuhkan. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana Mahkamah Syar’iyah Langsa 

menerapkan ketentuan tersebut serta sejauh mana mekanisme hukum yang ada 

mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian secara efektif. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar ke 

luar ruang lingkup yang relevan, maka diperlukan batasan masalah yang jelas. 

Batasan masalah ini dimaksudkan untuk menegaskan fokus penelitian serta 

mencegah terjadinya kerancuan dalam interpretasi data dan analisis. 

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai hak-hak perempuan 

dalam pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak dalam perkara cerai talak di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa. Fokus utama penelitian adalah pelaksanaan 

pemberian nafkah iddah oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana 

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis terhadap putusan perkara 

cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam kurun waktu tahun 2024, 

dengan penekanan pada pertimbangan hakim, penerapan regulasi, dan realisasi 

hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak 

membahas nafkah mut’ah, nafkah anak, atau hak-hak perempuan secara umum di 

luar konteks nafkah iddah pra ikrar talak. Penelitian ini bersifat normatif-empiris 
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dengan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan serta norma 

hukum yang mengatur pemberian nafkah iddah pra ikrar talak. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dijabarkan pada latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, serta batasan masalah penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana ketentuan pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa? 

2. Bagaimana hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah iddah pra 

ikrar talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketentuan pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa 

2. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak perempuan dalam pemberian 

nafkah iddah pra ikrar talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi jurusan Hukum 

Keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Hukum Keluarga Islam dan hak-hak perempuan pascaperkawinan. Dengan 
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mengkaji praktik pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak di Mahkamah 

Syar’iyah Langsa, penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi penelitian 

lanjutan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai 

talak, serta memperluas wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam 

dan peraturan perundang-undangan saling berinteraksi dalam menjamin keadilan 

dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang nyata bagi masyarakat serta 

para pihak yang berperkara, khususnya perempuan sebagai pihak termohon dalam 

perkara cerai talak. Dengan memberikan gambaran nyata mengenai praktik 

pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa, 

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perempuan untuk memahami dan 

memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga 

bermanfaat bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan pegawai 

pengadilan, dalam mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum dalam menangani perkara sejenis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ketentuan Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar Talak di Mahkamah 

Syar’iyah Langsa 

Mahkamah Syar’iyah Langsa merupakan lembaga peradilan agama tingkat 

pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

berwenang mengadili perkara-perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga 

Islam, seperti nikah, talak, cerai, rujuk, waris, dan sejenisnya. Salah satu perkara 

yang sering ditangani adalah cerai talak, yakni permohonan talak yang diajukan 

oleh suami kepada istrinya melalui pengadilan. Dalam konteks ini, salah satu 

aspek penting yang sering menjadi sorotan adalah pemberian nafkah iddah. 

Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana praktik pemberian nafkah iddah 

dijalankan di Mahkamah Syar’iyah Langsa, khususnya sebelum ikrar talak 

diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim. Informasi dalam bagian ini 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara 

cerai talak di pengadilan tersebut, sehingga temuan ini mencerminkan realitas di 

lapangan. 

Saat wawancara berlangsung, penulis mengajukan pertanyaan utama 

secara langsung setelah menjelaskan maksud dari penelitian yang dilakukan. 

Hakim sebagai narasumber memberikan penjelasan awal terlebih dahulu sebelum 
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memberikan jawaban inti dari pertanyaan tersebut.113 Penjelasan awal dari hakim 

berkaitan dengan makna dan fungsi iddah dalam hukum Islam. Iddah adalah masa 

tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah pernikahannya 

berakhir, baik karena talak, fasakh, maupun kematian suami. Dalam fikih klasik, 

masa iddah memiliki beberapa tujuan syar’i yang mendasar. Di antaranya adalah 

untuk memastikan bahwa rahim perempuan telah bersih dari kehamilan, 

memberikan ruang untuk menjalankan bentuk ibadah tertentu, menjadi waktu 

berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami, serta memberikan kesempatan 

kepada suami (dalam kasus talak raj’i) untuk mempertimbangkan kemungkinan 

rujuk kepada istrinya.114 Lamanya masa iddah berbeda-beda tergantung pada 

penyebab perceraian dan kondisi biologis perempuan: tiga kali suci bagi 

perempuan haid, tiga bulan bagi yang telah menopause, dan hingga melahirkan 

bagi yang sedang hamil. Dalam masa ini, perempuan tidak diperbolehkan 

menikah lagi dan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada 

mantan istrinya selama tidak nusyuz. Penjelasan ini penting sebagai dasar bahwa 

iddah bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga bagian dari perlindungan 

terhadap perempuan pasca perceraian. 

Pertanyaan awal yang diajukan oleh penulis adalah: “Apa yang menladasi 

hakim untuk memutuskan pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak?” Dalam 

perkara cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa, praktik pemberian nafkah 

iddah sebelum ikrar talak telah menjadi suatu ketentuan yang baku. Berdasarkan 

hasil wawancara, diketahui bahwa dasar utama yang menjadi landasan hukum 

 
113 Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada 13 Juni 

2025. 
114 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: …, h. 536. 
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dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah sebelum 

talak diikrarkan secara resmi adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Surat edaran tersebut secara eksplisit 

memberikan pedoman kepada para hakim di lingkungan peradilan agama untuk 

menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satu wujud perlindungan 

itu adalah dengan memastikan bahwa nafkah iddah diberikan terlebih dahulu oleh 

suami sebelum pengucapan ikrar talak.115 

Prinsip yang terkandung dalam SEMA ini bukan hanya administratif, 

tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga peradilan terhadap keadilan 

substantif bagi perempuan. Dalam pandangan hakim, pelaksanaan ketentuan ini 

sangat penting karena pada dasarnya, permohonan cerai talak merupakan hak 

suami. Oleh karena itu, sebelum suami mendapatkan izin dari hakim untuk 

menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sudah semestinya pula ia 

menyelesaikan segala bentuk kewajibannya, termasuk kewajiban memberikan 

nafkah iddah. Hakim menyatakan bahwa pemberian nafkah sebelum ikrar ini 

bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan, karena menjadi syarat untuk dapat 

melanjutkan ke tahap ikrar talak. Penerapan ini merupakan bentuk perlindungan 

terhadap hak-hak perempuan sekaligus mendorong adanya penyelesaian yang adil 

sebelum perceraian resmi terjadi. 

Ketika ditanya: “Apakah ada pertimbangan hukum lain di luar SEMA?” 

Hakim menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak ada dasar lain yang 

digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memegang prinsip legalistik dan 

 
115 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 
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taat pada pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan dalam 

perkara yang memiliki kerumitan tertentu, hakim tetap merujuk sepenuhnya pada 

SEMA tersebut sebagai landasan keputusan. Tidak digunakan pertimbangan 

pribadi atau ijtihad yang lepas dari kerangka aturan, kecuali pada aspek besaran 

nafkah yang memang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan 

kebutuhan hidup istri. “Tidak ada pertimbangan lain, karna memang sudah jelas 

dari aturan SEMA supaya terpenuhi hak- hak perempuan”, ujar salah satu hakim 

Mahkamah Syar’iyah Langsa.116 Konsistensi ini penting untuk menjamin 

keseragaman putusan dan menghindari ketidakpastian hukum, sekaligus 

memastikan bahwa perempuan dalam perkara cerai talak memperoleh haknya 

secara proporsional. 

Selanjutnya penulis menanyakan: “Ada berapa banyak kasus cerai talak 

yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa di tahun 2024?” Namun, hakim 

menyampaikan bahwa beliau tidak mengingat secara pasti jumlah perkara cerai 

talak yang ditangani sepanjang tahun tersebut, dan menyarankan penulis untuk 

menanyakan langsung kepada Panitera Muda Hukum. Sesuai arahan tersebut, 

penulis kemudian mengikuti prosedur dengan berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan Panmud Hukum untuk memperoleh data resmi, lalu kemudian diarahkan 

untuk mengaksesnya melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Mahkamah 

Syar’iyah Langsa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, selama tahun 2024, 

Mahkamah Syar’iyah Langsa tercatat telah menangani sekitar 52 perkara cerai 

talak, dan seluruhnya telah menerapkan kewajiban pemberian nafkah iddah 

 
116 Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada 13 Juni 

2025. 
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sebelum pelaksanaan ikrar talak. Menurut hakim, hampir tidak ada kasus yang 

dikecualikan dari ketentuan ini. Bahkan dalam beberapa perkara cerai gugat yakni 

perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, pemberian nafkah iddah juga 

tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim jika permohonan istri dinilai logis dan 

adil. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah iddah tidak hanya 

bersifat formalitas, tetapi juga telah menjadi komitmen substansial dari para 

hakim untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perceraian. 

Penulis melanjutkan dengan bertanya kepada hakim: “Selama menangani 

perkara cerai talak di tahun 2024, apakah seluruh suami yang diwajibkan 

membayar nafkah iddah telah melaksanakan perintah tersebut sebelum 

pengucapan ikrar talak?” Menanggapi hal ini, hakim menyampaikan bahwa pada 

umumnya para suami mematuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan majelis. Hampir semua perkara cerai talak berlangsung sesuai 

prosedur, yakni pembayaran nafkah iddah dilakukan terlebih dahulu sebelum ikrar 

talak dilaksanakan. Menurut ingatan hakim, terdapat satu perkara di mana suami 

menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah, sehingga pelaksanaan ikrar 

talak ditunda. Namun setelah penundaan tersebut, suami yang bersangkutan tidak 

kembali ke pengadilan, dan perkara tidak dilanjutkan. Hakim juga tidak dapat 

memastikan apakah alasan ketidakhadiran tersebut murni karena ketidakmampuan 

ekonomi atau disebabkan oleh faktor lain. Meskipun begitu, hakim menegaskan 

bahwa penundaan seperti ini merupakan kasus yang sangat jarang terjadi, dan 

secara umum para pihak menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pemberian 

nafkah iddah sebelum ikrar talak. 
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Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan: “Apakah terdapat kebijakan 

atau batas waktu tertentu yang diberikan kepada suami yang belum mampu 

membayar nafkah iddah sebelum ikrar talak dilakukan?” Dalam hal ini, hakim 

menyampaikan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa memiliki mekanisme 

tersendiri untuk menangani situasi di mana suami belum mampu memenuhi 

kewajiban tersebut secara langsung. Dalam praktiknya, jika suami menyatakan 

belum sanggup membayar nafkah iddah, maka pelaksanaan ikrar talak akan 

ditunda untuk memberikan waktu kepada suami menyusun kemampuan 

finansialnya. Penundaan ini dapat berlangsung hingga maksimal enam bulan. 

Apabila selama waktu tersebut suami tidak menunjukkan itikad baik untuk 

kembali ke pengadilan dan melunasi kewajibannya, maka perkara dianggap gugur 

atau selesai dengan sendirinya. Konsekuensinya, pasangan tersebut masih 

dianggap sah sebagai suami istri secara hukum negara, karena talak belum pernah 

diikrarkan. Praktik ini menjadi bentuk penguatan bahwa hak perempuan tidak bisa 

diabaikan begitu saja, bahkan ketika permohonan talak telah diajukan oleh suami. 

Kemudian, penulis menanyakan: “Apakah penundaan ikrar talak tersebut 

efektif menurut hakim?” Dalam hal ini, hakim menilai bahwa sistem penundaan 

ini terbukti efektif dalam menjamin keadilan. Karena proses ikrar talak tidak bisa 

dilanjutkan tanpa pelunasan kewajiban, banyak suami yang akhirnya terdorong 

untuk memenuhi tanggung jawabnya. Menurut hakim, hal ini secara tidak 

langsung memberikan posisi tawar lebih bagi pihak istri dan memastikan 

perceraian tidak menjadi cara lari dari kewajiban. Dari pengalaman empiris 

hakim, sebagian besar suami akhirnya membayar sesuai ketentuan yang 
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ditetapkan karena tidak ingin terikat lagi secara hukum. Hal ini menunjukkan 

bahwa, mekanisme ini tidak hanya bekerja dalam tataran prosedural, tetapi juga 

berfungsi secara substantif dalam menjamin prinsip keadilan. 

Dalam wawancara, penulis juga menyinggung persoalan mengenai masa 

iddah: “Bagaimana dengan iddah istri? Kapan tepatnya masa iddah itu 

dimulai?” Menanggapi hal tersebut, hakim menjelaskan bahwa dalam konteks 

hukum positif Indonesia, masa iddah secara legal baru dimulai setelah adanya 

pengucapan ikrar talak di hadapan hakim. Sebelum itu, meskipun sudah ada 

putusan talak, status hukum suami istri belum berakhir sepenuhnya. Oleh sebab 

itu, pembayaran nafkah iddah “sebelum” masa iddah secara resmi dimulai, lebih 

dipahami sebagai bentuk penyelesaian administratif dan pelunasan hak istri 

berdasarkan amar putusan, bukan sebagai kewajiban rutin selama masa iddah 

berjalan. Dan ketika ikrar talak ditunda, istri tidak ada kewajiban untuk menjalani 

masa iddah karena keduanya masih dianggap sah sebagai suami-istri dimata 

Negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan fikih dan 

implementasi hukum negara, yang menyesuaikan dengan konteks administratif 

dan perlindungan hukum yang lebih luas. 

Selain menggali praktik peradilan, penulis juga menanyakan perbandingan 

antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif, khususnya terkait waktu 

pemberian nafkah iddah dengan menanyakan: “Apakah dalam hukum Islam juga 

diatur waktu pemberian nafkah sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung dalam 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018?” Menjawab hal ini, hakim menjelaskan bahwa 

dalam perspektif hukum Islam, masa iddah bagi perempuan yang ditalak adalah 
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selama tiga kali suci atau salasata quru’ bagi yang masih mengalami haid. Hakim 

menjelaskan bahwa selama masa tersebut, suami diwajibkan memberikan nafkah 

kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hukum Islam, nafkah iddah 

diberikan selama masa iddah berjalan, bukan sebelum masa itu dimulai. Oleh 

sebab itu, penetapan kewajiban membayar nafkah iddah sebelum ikrar talak, 

sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, bukan berasal dari ketentuan 

fikih secara eksplisit, melainkan lebih merupakan bagian dari kebijakan 

administratif pengadilan untuk memastikan hak-hak perempuan tidak terabaikan 

begitu proses ikrar dilakukan. 

Penulis juga menggali aspek teknis dari kewajiban nafkah iddah dalam 

perspektif hukum Islam, dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah dalam hukum 

Islam nafkah tersebut diberikan sekaligus di awal atau dapat dicicil selama masa 

iddah berlangsung?” Menanggapi hal ini, hakim menjelaskan bahwa dalam fikih 

Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai apakah nafkah iddah harus 

diberikan sekaligus, dicicil, atau dibayar dalam bentuk tertentu. Pembahasan fikih 

lebih menekankan pada kewajiban substansial suami untuk menafkahi istri selama 

masa iddah, tanpa mengatur secara rinci mekanisme pembayarannya. Oleh karena 

itu, kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa yang mewajibkan pembayaran nafkah 

secara sekaligus sebelum ikrar talak dapat dipahami sebagai bentuk taqnin 

(kodifikasi administratif) yang bertujuan memberikan perlindungan hukum lebih 

bagi perempuan dan mencegah terabaikannya hak setelah talak dilangsungkan. 

Terkait dengan awal dimulainya masa iddah, kitab Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili hanya menyebutkan secara singkat kutipan 
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dari Undang-Undang Keluarga Suriah Pasal 125, yang menyatakan bahwa masa 

iddah dimulai sejak terjadinya peristiwa hukum seperti talak, kematian, fasakh, 

atau pemisahan oleh qadhi.117 Dalam kitab tersebut tidak membahas secara rinci 

aspek fikih dari penentuan waktu dimulainya iddah, melainkan lebih 

menampilkan bagaimana ketentuan itu diatur dalam hukum positif di negara 

tertentu. 

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah 

Syar’iyah Langsa memiliki ketentuan yang jelas dalam pemberian nafkah iddah 

sebelum ikrar talak, dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Praktik 

ini tidak hanya menegaskan komitmen lembaga peradilan terhadap keadilan 

substantif bagi perempuan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan hak talak oleh 

suami. Dengan mekanisme pembayaran nafkah iddah yang bersifat wajib sebelum 

ikrar diucapkan, pengadilan memastikan bahwa perempuan mendapat 

perlindungan finansial sejak awal perceraian. Meskipun terdapat perbedaan antara 

implementasi hukum positif dan ketentuan fikih klasik, pendekatan ini terbukti 

efektif dalam menjamin hak-hak istri dan mengurangi resiko penelantaran 

pascaperceraian. 

B. Hak-Hak Perempuan Dalam Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar 

Talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa 

Dalam perkara cerai talak, hak-hak perempuan menjadi salah satu aspek 

yang paling diperhatikan oleh majelis hakim. Meskipun talak adalah hak penuh 

suami, pelaksanaannya di Mahkamah Syar’iyah harus tunduk pada prinsip 

 
117 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: …, h. 554. 
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keadilan dan perlindungan hak pihak istri. Salah satu bentuk perlindungan tersebut 

adalah kewajiban memberikan nafkah iddah sebelum ikrar talak diucapkan. 

Dalam praktiknya, besaran nafkah, respon para pihak terhadap putusan, serta 

kewenangan hakim menjadi elemen penting yang saling terkait dalam menjamin 

terpenuhinya hak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim 

Mahkamah Syar’iyah Langsa, bagian ini akan membahas lebih dalam bagaimana 

hak-hak perempuan dalam nafkah iddah ditetapkan dan dijalankan di lapangan. 

Sebagai awal, penulis membuka pertanyaan mengenai jumlah nafkah 

iddah: “Apakah besaran jumlah nafkah iddah murni berasal dari ijtihad hakim? 

Atau mempertimbangkan permintaan istri?” Hakim memberi jawaban bahwa 

penetapan jumlah nafkah iddah merupakan hasil pertimbangan yang kompleks 

dan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan permintaan istri. Dalam praktiknya, 

majelis hakim menggunakan ijtihad dengan mempertimbangkan dua aspek utama 

yaitu, kebutuhan yang layak bagi istri dan kemampuan ekonomi suami. Jika 

permintaan istri dinilai masuk akal dan proporsional, maka dapat dikabulkan 

sepenuhnya. Namun jika tuntutan tersebut dianggap terlalu tinggi atau tidak 

relevan dengan kondisi finansial suami, maka hakim hanya akan mengabulkan 

sebagian permohonan. 

Hakim juga menjelaskan bahwa perbedaan penghasilan antara suami yang 

bekerja sebagai pejabat dan buruh, misalnya, tentu akan mempengaruhi besar 

kecilnya jumlah nafkah iddah yang dikabulkan. Selain itu, pertimbangan hakim 

juga bisa mengacu pada pola pemberian nafkah yang selama ini dilakukan selama 

masa perkawinan. Oleh karena itu, istri sebagai pihak yang mengajukan 
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permohonan nafkah iddah perlu menyertakan bukti yang dapat menunjukkan 

besarnya penghasilan suami, seperti slip gaji apabila suami adalah seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam kasus suami yang berstatus sebagai PNS, hakim menyebutkan 

bahwa kini terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang 

memungkinkan pelaksanaan eksekusi langsung melalui pemotongan gaji oleh 

bendahara instansi tempat suami bekerja. Dalam amar putusan, hakim dapat 

memerintahkan agar bendahara melakukan pemotongan gaji untuk memenuhi 

kewajiban nafkah iddah tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa pengadilan 

tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga memastikan keberhasilan 

pelaksanaan putusan melalui instrumen hukum yang tersedia. Dengan demikian, 

hal ini mencerminkan posisi aktif hakim dalam menjembatani kepentingan kedua 

belah pihak, serta menegakkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan 

prosedural. 

Kemudian penulis menanyakan respon masing-masing (suami dan istri): 

“Bagaimana respon suami terhadap putusan hakim?” Hakim menanggapi 

pertanyaan tersebut dengan menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua pihak 

(termasuk suami) wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika perkara sudah 

diputuskan, maka suami tidak memiliki pilihan selain menjalankannya, kecuali 

memilih untuk menempuh jalur banding apabila tidak setuju. Hakim menegaskan 

bahwa proses hukum harus dihormati, dan kewajiban untuk membayar nafkah 

iddah bersifat mengikat setelah diputuskan. Dengan demikian, meskipun tidak 

secara khusus disampaikan bagaimana respon individual para suami, dapat 
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dipahami bahwa pelaksanaan putusan merupakan konsekuensi hukum yang wajib 

ditaati oleh pihak suami. 

Dilanjutkan dengan pertanyaan: “Bagaimana respon istri terhadap 

putusan hakim?” Menurut penjelasan hakim, hal yang sama juga berlaku bagi 

pihak istri. Apabila istri merasa tidak setuju dengan isi putusan, maka ia memiliki 

hak hukum untuk mengajukan banding. Namun, apabila tidak ada upaya hukum 

lanjutan yang diajukan, maka putusan dianggap telah diterima dan harus 

dijalankan. Hakim menyatakan bahwa respon para pihak bukanlah hal yang 

diabaikan, namun karena perkara telah diproses secara resmi dan diputuskan oleh 

pengadilan, maka tidak ada ruang bagi para pihak untuk menolak pelaksanaan 

kecuali melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem peradilan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus 

menjamin agar hak perempuan dapat ditegakkan dengan tegas. 

Selanjutnya, penulis menanyakan: “Apakah menurut hakim, jumlah nafkah 

yang ditetapkan telah memenuhi kebutuhan istri?” Hakim menyampaikan bahwa 

secara umum, jumlah nafkah iddah yang diputuskan telah mencukupi kebutuhan 

dasar istri selama masa iddah. Penetapan ini mempertimbangkan standar biaya 

hidup layak di wilayah setempat serta kemampuan finansial suami. Tidak hanya 

berdasarkan nominal permintaan, tetapi juga melihat konteks sosial dan ekonomi 

kedua belah pihak. Dengan ini, hakim berharap hak istri tetap terlindungi tanpa 

memberatkan suami secara berlebihan. Kesetimbangan ini merupakan bagian dari 

filosofi keadilan dalam hukum keluarga Islam, di mana masing-masing pihak 

diberikan hak dan beban secara proporsional. 
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Dalam kesempatan wawancara tersebut penulis menanyakan: “Apakah 

mungkin untuk bisa mewawancarai pihak secara langsung?” Terkait 

kemungkinan untuk menggali lebih lanjut dari pihak suami atau istri, hakim 

menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan 

wawancara terhadap para pihak dalam perkara. Namun, karena sidang perceraian 

termasuk jenis sidang tertutup, maka proses ini hanya bisa dilakukan jika pihak-

pihak yang bersangkutan menyatakan kesediaannya secara sukarela. Selain itu, 

pihak pengadilan tidak dapat menjadi perantara dalam menjembatani komunikasi 

antara penulis dengan para pihak. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini 

wawancara dengan pihak suami dan istri tidak dilakukan karena keterbatasan 

akses dan sifat perkara yang tertutup. Namun demikian, wawancara dengan hakim 

telah cukup memberikan gambaran yang representatif mengenai sikap dan 

tanggapan para pihak secara umum. 

Terakhir, dalam kesempatan wawancara ini penulis menanyakan: “Apakah 

selama ini dalam putusan, hakim memutuskan semua hak-hak perempuan seperti 

yang tersebut dalam SEMA? Atau harus digugat terlebih dahulu oleh istri?” 

Hakim menanggapi bahwa dalam hukum acara perdata, termasuk perkara 

perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, yaitu kewenangan untuk 

memutus suatu hal meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak yang 

bersangkutan, selama menyangkut hak-hak yang melekat. Dalam konteks ini, 

hakim boleh saja menetapkan hak nafkah iddah dan hak lainnya meskipun tidak 

diminta, demi menjaga agar hak perempuan tidak hilang begitu saja. Namun, 

hakim mengakui bahwa praktik ini jarang dilakukan. Alasannya adalah karena 
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apabila suatu putusan tidak sesuai dengan petitum atau permintaan pihak (ultra 

petita), maka dapat menyulitkan dalam proses eksekusi atau pelaksanaannya. Oleh 

karena itu, dalam praktiknya, hakim tetap menunggu adanya permohonan dari 

pihak istri, sekalipun secara normatif hakim memiliki kewenangan ex officio. Hal 

ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga agar putusan tetap efektif 

dan dapat dijalankan secara hukum. 

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa hak-hak perempuan dalam nafkah 

iddah di Mahkamah Syar’iyah Langsa telah dijamin melalui putusan yang 

mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hakim tidak hanya 

mempertimbangkan kebutuhan istri, tetapi juga kemampuan finansial suami, 

sehingga menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kepatuhan para 

pihak terhadap putusan pengadilan menunjukkan efektivitas sistem hukum yang 

ada. Meskipun terdapat keterbatasan dalam mengakses perspektif langsung suami 

dan istri, temuan dari wawancara hakim menggambarkan bahwa mekanisme ini 

berfungsi baik dalam melindungi perempuan dari ketidakadilan ekonomi 

pascatalak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi 

juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak perempuan 

sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan konstitusi. 

C. Analisis Penulis 

Salah satu hal penting yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah 

Langsa adalah bahwa nafkah iddah hanya diberikan kepada istri yang tidak dalam 

keadaan nusyuz. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian telah 

terjadi, mantan suami masih memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah 
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selama masa iddah, sepanjang istri tidak menunjukkan sikap membangkang 

terhadap kewajiban rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori hak-hak perempuan 

dalam fikih munakahat yang menegaskan bahwa perempuan yang menjalani masa 

iddah tetap berhak atas nafkah, kecuali jika ia terbukti melakukan nusyuz. Dalam 

pembahasan sebelumnya juga dijelaskan bahwa para ulama sepakat tentang hak 

nafkah bagi istri dalam iddah talak raj’i, kecuali dalam kondisi tertentu seperti 

talak ba’in atau adanya pembangkangan dari pihak istri.118 Dengan demikian, 

pandangan hakim tersebut menunjukkan kesesuaian antara penerapan hukum di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa dan teori fikih yang menempatkan perempuan 

sebagai pihak yang harus dipenuhi hak-haknya selama masa iddah berlangsung. 

Mahkamah Syar’iyah Langsa juga menerapkan kebijakan bahwa nafkah 

iddah wajib dibayarkan oleh suami terlebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan. 

Kebijakan ini berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa sebelum perceraian sah secara hukum, 

hak-hak istri harus dipenuhi terlebih dahulu. Praktik ini memperlihatkan perhatian 

terhadap perlindungan perempuan dalam proses cerai talak. Pendekatan ini sesuai 

dengan teori hak-hak perempuan dalam hukum perdata Islam, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah, 

mut’ah, dan tempat tinggal kepada istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa dasar hukum seperti Pasal 149 KHI dan sejumlah regulasi 

 
118 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: …, h. 562-563. 
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lainnya memberi perlindungan signifikan terhadap perempuan pasca perceraian, 

termasuk dalam perkara cerai talak.119 

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Mahkamah Syar’iyah 

Langsa memperkuat perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan, bukan 

hanya dalam tataran syar’i, tetapi juga dalam ranah hukum positif yang mengikat. 

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan di 

Mahkamah Syar’iyah tidak hanya berbasis pada etika keagamaan, tetapi juga 

dipastikan melalui mekanisme hukum yang tertulis dan dapat dieksekusi. 

Salah satu temuan penting dari wawancara dengan hakim Mahkamah 

Syar’iyah Langsa adalah bahwa pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak 

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri yang telah 

diceraikan, meskipun secara syariat status iddah baru dimulai setelah talak 

dijatuhkan. Kebijakan ini menunjukkan adanya pendekatan preventif dari 

pengadilan demi memastikan bahwa hak-hak ekonomi perempuan tetap terpenuhi. 

Bila ditinjau dari perspektif hak-hak perempuan secara umum, pendekatan ini 

merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan 

sebagai kelompok rentan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hak-hak 

perempuan mencakup jaminan atas martabat, kebebasan, dan perlindungan hukum 

tanpa diskriminasi, yang merupakan prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia 

(HAM). Prinsip kesetaraan dan keadilan ini ditegaskan pula dalam dokumen 

internasional seperti DUHAM (1948) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

 
119 Rizkal dkk., “Asas Keadilan Hukum Terhadap …, h. 5-6. 
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HAM,120 serta dalam ajaran Islam melalui Surah an-Nisa’ ayat 1. Dengan 

demikian, penerapan kebijakan pembayaran nafkah iddah pra ikrar talak oleh 

Mahkamah Syar’iyah Langsa mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-

nilai keadilan Islam dengan prinsip-prinsip universal HAM yang menjamin hak-

hak dasar perempuan secara menyeluruh. 

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa apabila suami tidak mampu 

membayar nafkah iddah sesuai ketetapan, maka pengucapan ikrar talak akan 

ditunda hingga enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut suami tidak 

menunjukkan itikad baik, maka perkara dinyatakan gugur dan pasangan tetap 

berstatus sebagai suami istri secara hukum. Praktik ini menunjukkan adanya peran 

aktif hakim dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, terutama 

dalam melindungi hak ekonomi perempuan. Pendekatan ini sesuai dengan teori 

hak-hak perempuan dalam pertimbangan hakim, sebagaimana dijelaskan bahwa 

hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas gender dan pertimbangan sosial dalam 

memutus perkara. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 juga 

secara eksplisit memberikan pedoman agar hakim mampu menghasilkan putusan 

yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.121 

Maka, kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menunda ikrar talak demi 

memastikan pemenuhan hak istri adalah bentuk konkret dari implementasi nilai 

keadilan substantif tersebut serta mencerminkan penerapan teori dalam praktik 

peradilan yang kontekstual dan berpihak pada keadilan. 

 
120 Muhammad Hamzah dan Muhammad Salsabila, “Pemberdayaan Perempuan … 
121 Linda Hanafiyah, Tesis: “Pertimbangan Hakim Dalam … 
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Dalam wawancara, hakim menyampaikam bahwa penentuan jumlah 

nafkah iddah tidak sepenuhnya didasarkan pada permintaan istri, tetapi ditentukan 

melalui ijtihad majelis hakim. Pertimbangan utama dalam penetapan ini adalah 

kondisi ekonomi suami dan kebutuhan layak istri, sehingga nominal nafkah 

disesuaikan secara proporsional. Pendekatan ini juga sesuai dengan teori hak-hak 

perempuan dalam pertimbangan hakim, di mana keadilan tidak diukur dari 

kesetaraan nominal semata, melainkan dari keseimbangan antara kewajiban dan 

kemampuan. Telah dijelaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah oleh suami 

kepada istri, termasuk selama masa iddah, harus disesuaikan dengan kemampuan 

suami, serta mempertimbangkan kebiasaan dan kondisi masyarakat. Dengan 

demikian, praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Langsa 

menunjukkan bahwa penetapan nominal nafkah oleh hakim bukan hanya 

prosedural, melainkan juga mencerminkan kebijakan yang berbasis realitas sosial 

dan nilai keadilan. 

Salah satu hal yang disoroti dalam wawancara adalah jarangnya penerapan 

kewenangan ex officio oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa. Padahal, secara 

normatif, hakim memiliki otoritas untuk menetapkan hak-hak seperti nafkah, 

mut’ah, dan tempat tinggal, bahkan tanpa adanya gugatan eksplisit dari pihak istri. 

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa PERMA No. 3 Tahun 

2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 menegaskan kewenangan ini sebagai bentuk 

perlindungan yudisial terhadap hak-hak perempuan.122 Tidak digunakannya 

kewenangan tersebut secara optimal, menurut hakim, disebabkan oleh 

 
122 Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap … 
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pertimbangan ultra petita, yaitu kekhawatiran hakim melampaui tuntutan pihak. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dalam praktik masih 

cenderung bersifat responsif ketimbang proaktif. Padahal, teori hak-hak 

perempuan dalam pertimbangan hakim menekankan pentingnya sensitivitas 

gender dan keberanian hakim dalam mengambil langkah preventif untuk 

menjamin keadilan. Dengan demikian, meskipun secara normatif teori tersebut 

memberikan ruang besar bagi hakim untuk bertindak progresif, pelaksanaannya 

masih menghadapi keterbatasan. 

Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan yang menarik untuk 

dicermati, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan nafkah iddah. Dalam 

hukum Islam, pemberian nafkah iddah berlangsung selama masa iddah, yang 

secara teknis baru dimulai setelah talak dijatuhkan. Sedangkan dalam praktik 

Mahkamah Syar’iyah Langsa yang berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2017, 

nafkah iddah justru ditetapkan untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum ikrar 

talak dilakukan. Perbedaan ini tidak menimbulkan pertentangan normatif, tetapi 

menunjukkan adanya adaptasi hukum positif dalam menyesuaikan perlindungan 

hak perempuan dengan kebutuhan administratif dan yudisial yang lebih preventif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik peradilan di Mahkamah 

Syar’iyah Langsa telah mampu menggabungkan nilai-nilai normatif Islam dengan 

instrumen hukum nasional. 

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik 

pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa telah 

mencerminkan integrasi antara ketentuan normatif dalam hukum Islam, hukum 
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perdata Islam, dan nilai-nilai universal perlindungan hak asasi manusia. Jawaban-

jawaban yang diberikan oleh hakim menunjukkan bahwa penetapan nafkah tidak 

hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan 

substantif serta perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan. 

Meskipun demikian, terdapat ruang evaluasi yang perlu dicermati, terutama terkait 

dengan optimalisasi kewenangan hakim secara ex officio dalam menetapkan hak-

hak perempuan tanpa harus menunggu permintaan eksplisit.  

Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun dasar hukum telah memberikan 

peluang untuk pendekatan yang lebih proaktif, penerapan di lapangan masih 

menyesuaikan dengan batas-batas konvensional praktik peradilan. Oleh karena 

itu, analisis ini menegaskan bahwa penguatan peran hakim dalam menjamin hak-

hak perempuan perlu terus didorong, baik melalui pembaruan regulasi, pelatihan 

yudisial yang berperspektif gender, maupun penguatan budaya hukum yang adil 

dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam perkara cerai talak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Hak-Hak Perempuan dalam 

Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa”, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di Mahkamah Syar’iyah 

Langsa didasarkan secara tegas pada Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah 

Langsa mewajibkan suami untuk melunasi nafkah iddah terlebih dahulu 

sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jika 

kewajiban tersebut belum dipenuhi, maka pelaksanaan ikrar talak akan 

ditunda hingga maksimal enam bulan. Apabila tetap tidak dipenuhi, maka 

perkara dianggap gugur. Kebijakan ini menunjukkan bahwa proses cerai 

talak tidak dapat dilanjutkan tanpa pemenuhan hak-hak perempuan, 

terutama nafkah iddah, sebagai bentuk perlindungan hukum dan wujud 

keadilan substantif. 

2.  Hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di 

Mahkamah Syar’iyah Langsa pada praktiknya diwujudkan dalam bentuk 

penetapan hakim terhadap nafkah iddah, mut’ah, dan dalam beberapa 

perkara juga nafkah anak. Hakim menetapkan jumlah nafkah berdasarkan 

kelayakan kebutuhan istri selama masa iddah serta kemampuan ekonomi 
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suami. Putusan tersebut pada umumnya mewajibkan suami membayar 

nafkah secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak, dan ikrar tidak dapat 

dilaksanakan apabila pembayaran belum dilakukan. Dalam kondisi 

tertentu, hakim dapat memberi kelonggaran waktu pembayaran maksimal 

enam bulan, tetapi apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi maka ikrar talak 

dianggap gugur dan perkawinan tetap sah secara hukum. Dengan 

mekanisme tersebut, hak-hak perempuan terlindungi karena adanya 

kepastian bahwa perceraian baru dapat dilanjutkan setelah nafkah mereka 

benar-benar dibayarkan. 

B. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga 

peradilan agama, khususnya Mahkamah Syar’iyah Langsa, untuk terus menjaga 

konsistensi dan komitmen dalam melindungi hak-hak perempuan melalui 

mekanisme pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak. Langkah ini bukan hanya 

memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang 

menjadi esensi dari hukum keluarga Islam. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini perlu dikawal secara serius 

agar tidak berubah menjadi sekadar formalitas administratif. Sebab, jika 

pemberian nafkah iddah pra ikrar talak tidak dilaksanakan dengan konsisten, 

maka akan membuka ruang bagi pihak suami untuk menghindari tanggung 

jawabnya. Hal ini tentu berpotensi melemahkan posisi perempuan yang sedang 

berada dalam situasi rentan, baik secara sosial, emosional, maupun ekonomi. 

Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari seluruh aparatur peradilan, mulai dari 
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hakim, panitera, hingga petugas meja informasi, dalam memberikan edukasi dan 

pendampingan kepada pihak perempuan yang berperkara. Pemahaman yang 

cukup mengenai hak-haknya akan membantu perempuan dalam menuntut 

keadilan secara setara. 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ini ke Mahkamah 

Syar’iyah lainnya di wilayah Aceh atau luar daerah, agar diperoleh gambaran 

komprehensif mengenai implementasi pemberian nafkah iddah pra ikrar talak di 

berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana konsistensi 

pengadilan agama di Indonesia dalam menjamin hak-hak perempuan 

pascaperceraian, serta bagaimana tantangan dan peluang perbaikannya ke depan. 
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LAMPIRAN 

Hasil Wawancara dengan: 

Nama  : Ibnu Rusydi, LC., M.H. 

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025 

Tempat : Mahkamah Syar’iyah Langsa 

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar’iyah 

Langsa 

1. Apa yang melandasi hakim untuk memutuskan pemberian nafkah iddah 

sebelum ikrar talak? 

2. Apakah ada alas an atau pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim? 

3. Berapa banyak kasus cerai talak yang terjadi pada tahun 2024? 

4. Apakah semua putusan hakim menerapkan pemberian nafkah iddah 

sebelum ikrar talak? 

5. Apakah putusan tersebut hanya terjadi pada cerai talak saja atau termasuk 

pada perkara cerai gugat? 

6. Apakah besaran jumlah nafkah iddah murni ijtihad hakim atau 

mempertimbangkan permintaan atau permohonan istri? 

7. Bagaimana respon suami terhadap putusan hakim? 

8. Bagaimana respon istri terhadap putusan hakim? 

9. Menurut hakim, apakah jumlah nafkah yang ditetapkan telah memenuhi 

kebutuhan istri? 
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10. Jika suami belum mampu membayar uang nafkah yang telah ditetapkan, 

apakah ikrar talak tetap berjalan dan uang nafkah dianggap sebagai hutang 

atau ditunda sampai suami mampu membayar? 

11. Apakah penundaan ikrar talak tersebut efektif dilakukan? 

12. Bagaimana dengan masa iddah istri, kapan istri harus mulai menjalani 

masa iddah nya? 

13. Apakah hukum Islam menentukan waktu atau masa pemberian nafkah 

sama seperti aturan Mahkamah Agung yang tersebut dalam SEMA nomor 

3 tahun 2018? 

14. Apakah nafakah tersebut diberikan kontan atau secara cicil selama dalam 

masa iddah menurut hukum Islam? 

15. Dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 disebutkan bahwa hakim harus 

menetapkan segala hak-hak perempuan dan anak meskipun tidak diminta. 

Apakah hakim menerapkan nya dalam setiap putusan? 

16. Apakah mungkin bagi peneliti untuk mewawancarai para pihak yang 

bersangkutan? 

  


